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BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SILJUNJUNG
NOMORJST TAHUN 2018

TENTANG

DISIPLIN DAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIJUNJUNG,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung
agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya, serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil, perlu diatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijjunjung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan raturan Bupati
Sijunjung tentang Disiplin dan Kode Efik Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor S56);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32




rhentian Pegawai Negeri Sipil
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1 Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawal Negeri Sip
| Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan
Negara Nomor 4450); o
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang D131P1[“
legeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
‘ndonesia Nomor 4737); .

2 Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-
caian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan
1 Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang
a1 Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972
:nis-Jenis Pakaian Sipil;

Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
akaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
en Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
ina telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
mor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
‘akaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
en Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Pada Satuan
rangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
1 Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Stjunjung
16 Nomor 8);

Bupati Sijunjung Nomor 20 Tahun 2017 tentang
an Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1 Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung
|7 Nomor 20);

Bupati Sijunjung Nomor 33 Tahun 2017 tentang
t Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
ma telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2018 tantang Perubahan atas
Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pemberian
- Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
a1 Kabupaten Sijunjung ;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN DAN KODE ETIK

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

NG bho

®

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Sijunjung;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sijunjung;

Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disebut PPK adalah Bupati

Sijjunjung;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung;

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya

disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sijunjung ;

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah. sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah

pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam

melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

Majelis Kehormatan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Majelis Kode Etik ASN adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati

yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara .

Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Aparatur

Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.

Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara adalah rasa kesatuan dan persatuan,

kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas,

kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi Aparatur Sipil Negara dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Terlapor adalah Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran

kode etik.

Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang

berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode

etik.

Saksi adalah sesecrang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia

lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada

Eejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran
ode etik.
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18. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai
permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang
untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang diduga
telah melakukan pelanggaran kode etik.

19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau
pejabat lain yang ditunjuk.

20. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
Maksud dan tujuan dari pengaturan ini adalah sebagai pedoman bagi ASN di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi Disiplin ASN dan Kode Etik
ASN,

BAB 11
DISIPLIN ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) ASN wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan memenuhi
ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hari dan Jam Kerja
Pasal 5
(1) Ketentuan waktu kerja pegawai bagi PD yang melaksanakan Program 5 (lima)
hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
(2) Jam kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung adalah 37 (tiga
puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30
WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan waktu istirahat siang pada Pukul
12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB: dan
b. hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul
16.30 WIB, dan waktu istirahat siang waktu pada Pukul 12.00 WIB sampai
dengan Pukul 13.30 WIB.
(3) Ketentuan waktu kerja pegawai bagi PD Pemerintah Kabupaten Sijunjung yvang
melaksanakan Program 6 (enam) hari kerja dengan waktu bekerja selama 37
(tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30
WIB sampai dengan pukul14.30 WIB;

b. hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan
Pukul 11.30 WIB;

c. hari Sabtu waktu kerja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampai dengan
Pukul 13.00 WIB.




(4) Bagi lembaga pendidikan yang melaksanakan Program 6 (enam) hari kerja,
ketentuannya disesuaikan dengan jam pembelajaran di sekolah;

(5) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci ramadhan), yang akan
diatur lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Ketentuan waktu kerja pegawai, dan waktu perekaman alat/mesin khusus
untuk PD pelayanan publik yang menerapkan kerja shift atau penugasan kerja
khusus diatur lebih lanjut oleh kepala PD, dengan ketentuan jumlah jam kerja
tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit
dalam seminggu.

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai wajib rekam kehadiran dengan menggunakan alat/mesin
rekam kahadiran Elektronik pada masing masing unit kerja.

(2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku untuk Pegawai vang tidak memungkinkan untuk melakukan absensi
pada PD tempat bertugas sehingga diberikan dispensasi tidak melaksanakan
rekam kehadiran elektronik pada saat penugasan.

(3) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali bagi PD yang menyelenggarakan 5 (lima) hari kerja yaitu:
a. Pada Pagi hari mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB;

b. Pada sore hari mulai pukul 16.00 WIB;dan
c. Pada sore hari Jum’at mulai pukul 16.30 WIB.

(4) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali bagi PD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu:

a. Hari Senin sampai dengan Sabtu pada Pagi Hari pukul 06.30 WIB sampai
dengan pukul 07.30 WIB;

b. Hari Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pada sore hari pukul 14.30
WIB.

¢. Hari Jum’at pada siang hari pukul 11.30 WIB.

(5) Apabila mesin Rekam kehadiran Elektronik tidak dapat dipergunakan karena
alasan teknis, maka Kepala PD/Unit Kerja PD membuat berita acara
kerusakan mesin rekam kehadiran Elektronik dan melampirkan daftar hadir
Pegawai.

(6) Apabila mesin rekam kehadiran elektronik belum ada pada UPTD, kehadiran
pegawai dibuktikan dengan daftar hadir yang ditandatangani oleh Kepala
UPTD.

(7) Absensi tambahan dilakukan secara manual oleh masing-masing PD untuk
apel pagi dan kegaiatan pada hari-hari tertentu/khusus.

(8) Setiaphari senin (apel gabungan)/upacara/wirid/olahraga/gotong royong di
tempat yang ditentukan, maka rekam kehadiran untuk masuk sebelum jam
kerja dan mengikuti apel gabungan/upacara/wirid/olahraga/gotong royong
dianggap telah dilaksanakan apabila mengikuti kegiatan dimaksud dengan
pembuktian Absensi tambahan di lapangan/tempat acara kecuali Pegawai Non
Muslim, absensi tambahan wirid, dianggap melaksanakan wirid, walaupun
tidak mengikuti wirid.

Pasal 7
(1) Rekapitulasi daftar hadir pada PD dilaporkan kepada kepala BKPSDM.
(2) Rekapitulasi daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada BKPSDM pada minggu pertama setiap bulannya.



Bagian Ketiga
Pakaian Dinas
Pasal 8
(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
1. PDH Warna khaki;
2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
3. PDH Batik/Tenun /Pakaian khas daerah/Pakaian Muslim/Muslimah.

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

¢. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

€. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

f. Pakaian Dinas Harian Camat disingkat PDH Camat;

g. Pakaian Dinas Upacara Camat disingkat PDU Camat; dan

h. Pakaian Korpri;

(2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan
Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Provinsi
dan Kabupaten;dan

b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat
Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Pasal 9
(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dipakai
setiap hari Senin dan Selasa, dilengkapi dengan atribut sebagai berikut:

a. Tanda Lokasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dipasang di lengan baju
sebelah kiri, Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipasang di lengan
baju sebelah kanan.

b. Papan nama dipasang di atas saku baju sebelah kanan.

c. Lambang Korpri dipasang di atas saku baju sebelah kiri.

d. Tanda Pengenal/ID Card dipasang di saku baju sebelah kiri.

(2) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 dipakai
setiap hari Rabu.

(3) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3 dipakai
setiap hari Kamis dan Jum’at , dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hari Kamis : baju batik atau tenunan khas daerah

b. Hari Jum'at : pakaian muslim/muslimah

(4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan
atribut sebagai berikut :

a. Papan nama dipasang di sebelah kanan.

b. Lencana Korpri dipasang di atas saku baju sebelah kiri.

c. Tanda Pengenal/ID Card dipasang di saku baju sebelah kiri.

(5) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf b,c,d,g dan

h digunakan sesuai dengan ketentuan acara;

(6) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf e
digunakan sesuai kebutuhan unit kerja;

(7) Model dan disain pakaian dinas dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum
pada lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Keempat
Upacara, Apel, Wirid dan Olahraga
Pasal 10
(1) ASN wajib mengikuti upacara, wirid, dan olahraga.
(2) Setiap ASN wajib mengikuti apel dengan ketentuan sebagai berikut :
a. mengikuti apel gabungan dan apel organik pada hari Senin atau pada hari




(1)

(2)

(3)

(4

lain sesuai dengan undangan; dan
b. mengikuti apel pagi pada hari Selasa,Rabu,Kamis dan Jum’at pada OPD
masing-masing kecuali ada kegiatan wirid dan olahraga .

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Tingkat dan Jenis Hukuman
Pasal 11
Tingkat dan Jenis Hukuman disiplin terdiri dari :
a. Hukuman disiplin ringan
b. Hukuman disiplin sedang
¢. Hukuman disiplin berat
Hukuman Disiplin Ringan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari:
a. Teguran Lisan.
b. Teguran Tertulis.
c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:
a. Penundaan kenaikan gaji berkalaa selama 1 (satu) tahun,
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
¢. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri
dari:
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
c. Pembebasan dari jabatan.
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
€. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hukuman Disiplin
Pasal 12

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam
Pasal 11.

(1)

Pasal 13
Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a

dikenakan terhadap ASN yang: : N
a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja.

b. Terlambat masuk dan cepat pulang kantor 5 {1i1:na} kali da.lsup satu b}ﬂan.

c. Meninggalkan kantor dalam jam dinas tanpa izin atasan 5 (lima) kali dalam
1 satu bulan. _ _

d. Tidak ikut apel pagi dan atau upacara bendera sebanyak 3 (tiga) kali dalam
1 (satu) bulan. . ‘

e. Ti{dak lncmakai pakaian dinas yang ditentukan, 3 (tiga) kali dalam satu
bulan.

Pasal 14

i i i t (2) huruf b
Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 aya
di]f:rnakan terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6

(enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.




Pasal 15
Pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf ¢ dikenakan terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 16
Bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 wajib dilaporkan
oleh Kepala PD masing-masing kepada Bupati melalui BKPSDM untuk diproses
lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pasal 17
(1) Wewenang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dapat didelegasikan sebagian kepada pejabat tertentu, sebagaimana
tercantum pada lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(2) Pengawasan terhadap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BAB 1V
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK ASN
Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 18
Kode Etik ASN dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku,
perbuatan dan ucapan bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan
hidup sehari-hari.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 19
Kode Etik ASN bertujuan untuk :
a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup
bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
¢. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang
harmonis dan kondusif:
d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan
e. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 20
Ruang lingkup Kode Etik ASN meliputi :
a. sikap;
b. perbuatan;

c. tulisan; dan
d. ucapan ASN.
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NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN

Pasal 21
ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :
a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa:
b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945:
c. semangat nasionalisme;
d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g. tidak diskriminatif;
h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
i. semangat jiwa korps.

BAB VI

KODE ETIK ASN

Pasal 22
Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari
wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi :
a. etika dalam bernegara;
b. etika dalam berorganisasi
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etika terhadap diri sendiri ; dan
e. etika terhadap sesama ASN.

Pasal 23
Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan berwibawa;
menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan
setiap kebijakan dan program pemerintah;
h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien
dan efektif; dan
i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

m| ™

Pasal 24

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b

adalah:

a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas
kepentingan pribadi atau golongan;

b. menjujung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan
maupun di luar kedinasan;

c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;

d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

€. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata
cara dan peraturan yang berlaku;

f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia
baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan
kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;




b, membBangun etos kerjs untak memingkathan kinerja organisasi:

L menjalin kerjanama secars kooperatil dengan unit kerja lain vang terkait dalam
rngkn peacagaian tujoan organisas;

J- momiliki leomip dalarm pelik tugan;

k. patub dan taar terhadap standar aperasionnl dan 1ala kerja;

I rengem} k pemikimn  secars  kreatil dan  inovatld  dalam rangks
peninghkatan kiner{s organisasi; dan

i berorentasi pade upays peninglatan kuolitas kerja.

Panal 28

Euh:l.l d;hm bermasyurakat schaguimana dimaksud dalam Pasal 22 hurufl ¢

melipatl;

a. mewujudkan pola hidup sederhana;

b memberikan pelaynnan dengmn empati, hormal din santun txhpa pamrih,
RETLN KAOPE Unsur pemakannn;

c. memberikan  pelayanan secam cepal, t, terbuks, d adil serta tidak
diskriminatif; o e -

. bersilap terbuka dan responsif tethadap kritlk, sarun, keluhan, lnporan serta
pendapat dan lingktingan masyarskat;

o, berperan  akdfl dalam  keglatan  sosial masyatakat untuk  kepentingan
masyaraknt wmum;

f. menunjukon sikap  keteladanan dan  kewibawamn dalam kehidupan
bermasymrakat; dan

B :;:rhmm kepaddn peninglatan kesejahiem masyarukail dalom melaksanakon

L%

Pasnl 26

Elﬂuﬁpuﬁmhndap dirt sendin sebagaimana dimaksd dalam Pasal 22 hurof d

| 1

&, jufur terhadop dirl sendir;

b. terbuka sertn tidak memberlkean informas| ving tidak besir;

o bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketuhisan;

d. menghindarl konfik kepentingan pribadi, kelompok, mapun golangan,

e berinisiatll  untuk  meningkatkan  kunlitns pengeiahuan,  kemampuan,
keteramplian, dan slkap:;

I memiliki daya juang yang tingsi:

- memedihdrs kesshatan jasmani dan rohaniz

h. menjaga keutuhan dan keharmomnisan keluargn;

L berpenampilan sedechena, rapih, dan sopan; dun

J- tdak melakukan perkataan maupun  perbuatan yang dapot menurenkan
Barkat dan martabat sebagai privadi maupun PNS,

Pasal 27

Ehl-rl.n lethodap sesama ASN sehagaimana dimabsud delam Prsal 22 hurul &

miediput :

A menghormatl dan menjufung tinggi tolersnsi aniar mesame, suku den umag
beragamea, kepercayman;

b memelihara rass persatunn dan kesstunn sesama ASN:

o saling menghormsti antars feman sejawat baik sccara vertikal maupun
horisontal dakam suatu unit kerfa, nstnnsi, maupun antar instamnsi:

4. menghargal pertwdann pendapat;

L menjunjung tinggi kesetarann gender;
B mengga dan menjabin kerjn sama yang kooperasf sesamas ASN: dan

h.berhimpun dalam sstu wadeh Korps Pegawai Bepoblk Indooesis yang
menjamin  terwajudnys  soliderites. don solidites semaa ABM dalom
memperjusngkan

hak-hakonya.

BAB VI
BANKE] DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF
Baginn Keaatyu Sanisi
Pasal 28 :

11} ASN yung melanggar ketentuan loode etk pegawni dikenakon sanksi moral,

12} Sanksi moral sebagnimana dimalksud pads ayat (1) dibuat secars tertulls dan
dinyatakan olch pejabat yang berwenang berdasarkan sekomendasl dari
Mapslis Kode Etik

13} Pernyatann pejabat yang berwenang schagaimona dimaksud peds aat §2)
harus menyebutkan jenis pelanggamn kode etik yung dilanggar ARN

Pasal 29

{1 Banksi moral sebagaimans dimuksud dalam Peaal 28 dapst berupa -
#, pernyataan secara terbuks; ntoo
b, permyatann secara termutup,

(2] Pernyatonn secara terbuka sebogaimuno dimalksod pada ayat (1) herof a dapat
berupa diumumban pads sant apel ASN dan/atsu forum resmi ASN dan/ata
Padi paAFsAn PeTELETALMAN TeNT.

Pernyataan secars lertutup sebagaimana dimaksud pada syat (1) hunsl b
dilakukan dalsm periemuan tertatup vang dihadic oleh pefabar vang
berwenang, atasan langsung terlaper dan pelapor,

[4} ASN yang diberikan sanksi moral sebsgaimonn dimoksud pada ayat |2} dan
ayat (3] harus menindabdanjutl dengan membuat pernyatasn permaohonan

maal dan fatny penyesalan,
Bagian Kedun
Tindakan Aministratil
Pasal 30

ABN yang melakukan pelanggaran kode etk selain diberibon sanksi mosal
sehagpimona dimaksud dalam Pesal 29, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode
Etk dapat diberikan tindakan administratil sesuai peraturun  perundang-
undangan,

BaAB Vill
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIE
Pasal 31

{1} Pennnganan pelanggaran kode etik dimulas dengan adanya laporan danatay
pengaduan vang disjukan secora
a_lisen yang diseriai dengan identiias yang jelas oleh pelapor/ pengedu dan

petugen penertma lnporan; atou
botertulis yang divandatangani disertal dengan identitas yang jeias olch
pelagar pengadis,

12} Penerima laperan dun/atan pengaduan sebapgaimann dimaksud pads ayst (1]

i abeh semua PL.

{3 Laporan dan/atou pengeduan schagrimmnn dimaksud pada ayae (1) yang
dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukt vang diperlukon,

{#} Apabila berdosarkan hasil prmeriksann pendahuluin diperoleh dugasn ka
Bahwa |mporen dan/atay pengeduan termasuk dalam kategon pelanggaran
Kode  Etik, moks Wepals PD mengirimlmn  berkan Japoran  dan/atan

pengaduan kepada BEPBDM selnku Seleretariat Miajolin,




(5) BKPSDM dapat meminta saran hukum kepada Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung atau instansi/PD lain yang dianggap
berkompeten.

(6) BKPSDM selaku Sekretariat Majelis melaporkan kepada Bupati disertai usulan
pembentukan majelis kode etik atas tindak lanjut penyelesaian
laporan/pengaduan.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKPSDM bekerja
dengan prinsip praduga tak bersalah.

(8) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus
sudah menjatuhkan putusan.

BAB IX
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 32
(1) Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik dibentuk Majelis Kode
Etik.
(2) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Untuk membantu tugas-tugas Majelis Kode Etik dibentuk Sekretariat Majelis
Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Pasal 33

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota,
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. 2 (dua) orang sebagai anggota.

(2) Dalam hal anggota Majelis lebih dari 5 (lima) orang maka jumlahnya harus
ganjil.

(3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari
jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa.

Pasal 34
Majelis Kode Etik mempunyai tugas :
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif
kepada Bupati; dan
c. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal 35

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;

b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan
pemeriksaan;

c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai
sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan
oleh terlapor;

d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan
pelanggaran Kode Etik;

e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan
pelanggaran kode etik; dan
f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan adminsitratif.

S



Pasal 36
(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk
mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti
berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;

- menentukan jadwal sidang;

- menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;

. memimpin jalannya sidang;

- menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
mempertimbangkan, saran pendapat baik dari anggota majelis maupun
Saksi untuk merumuskan putusan sidang;

£. menanddatangani putusan sidang;

h. membacakan putusan sidang; dan

i. menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;

b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;

¢. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis; dan

d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :

a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;

b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/

pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;

c. menyusun berita acara sidang;

d. menyiapkan keputusan sidang;
e
f

o oo g

- menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;

- membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
dan

g. menandatangani berita acara sidang,

(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :

a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;

b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak; dan

c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan
di lapangan.

Pasal 37

(1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap
menandatangani keputusan sidang.

(4) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
berita acara sidang.

Pasal 38
(1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh
terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali dengan tenggang waktu
antara panggilan kesatu dan panggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan keputusan sidang walaupun
terlapor tidak hadir dalam sidang.
(3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.




BAB X
TERLA
POR, PELAPOR/ PENGADU DAN SAKSI

(1) Terlapor berhak : Pasal 39
a

- mengetahui susuna
sidiiiia: susunan keanggotaan Majelis Kode Etik =i [
pelaksanaan

b. menerima salinan
berkas 1
bersama- : aporan/pengaduan bai el
o 1a-sama paling lambat 3 (tiga) hari baik sendiri-sendiri maupun
, dang; ga kerja sebelum dﬂaksa:mf:an
d Eﬂngaj_ukan pembelaan:
¢ it s proes pesidngen
i fmmm dihata.k.a_ri:; dm&an sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
(2) Terlapor tokan perlindungan administrati
erlapor berkewajiban : iakd.
a. memenuhi panggilan si
si ‘
:, menghadiri sidang; dang;
- menjawab semusg s
Kode Etik: pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majeli
ajelis

. E ;]

€. menaati semua ketentua :
f. berlaku/bersikap snpan.n yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan

(1) Pelapor/Pengadu berhak - Pasal 40

& mengetahvi tn i ,
b. mengajukan mdzfdma.aijIfirﬂ“ﬂ? gaduan yang disampaikan;
c. mendapatkan perlindungan; dangan

cl. men paﬂmn salinan henta acara pemg?ksaan dan

e. mendapatkan perlindungan administratif.
(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Bupati;
. memenuhi semua panggilan;
. d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode
Etik;
e. memberikan identitas secara jelas; dan
f menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etk.

Pasal 41
(1) Saksi berhak mendapat perlindungan adm
diberikan.
(2) Saksi berkewajiban :
. memenuhi semua panggilan;
. menghadiri sidang;
. menjawab semua pertanyaan yang diaj
memberikan keterangan yang benar sesuai dengan
dikurangi maupun ditambabh;
. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- berlaku/bersikap sopan.

insitratif terhadap keterangan yang

ukan oleh Majelis Kode Etik;
yang diketahui tanpa

poop

| 1]

L5




Pasal 42
Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat
merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu
adalah ASN.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung

pada tanggal 22 Oktober 2018
BUPATI SIJUNJUNG

. dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung

Pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIJUNJUNG

dto
ZEFNIHAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR :

.Salinan Sesuai dengan Aslinya
‘k Kepala Bagian Hukum dan HAM 4,

WANDRI FRHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710705 199803 1 011




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR $$°TAHUN 2018

TENTANG
DISIPLIN DAN
APARATUR  SIPIL
LINGKUNGAN

KODE ETIK
NEGARA DI
PEMERINTAH

KABUPATEN SIJUNJUNG

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIJUNJUNG BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BKN
NOMOR 21 TAHUN 2010 TANGGAL 1 OKTOBER 2010
TENTANG PELAKSANAAN PP NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

No

Pejabat Yang
Berwenang

Jenis Hukuman

Kepada PNS

Bupati / Wakil

Bupati

. Teguran Lisan

. Teguran Tertulis

- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

. Penundaan kenaikan gaji berkala selama
1 (satu) tahun

. Penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun

. Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun

. Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun

£ Wwhk—=

= &

Sekretaris Daerah
Kabupaten

. Teguran Lisan

. Teguran Tertulis

. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

. Penundaan kenaikan gaji berkala selama
1 (satu) tahun

. Penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun

. Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun

7. Penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 3 (tiga) tahun

8. Pemindahan dalam rangka penurunan

jabatan setingkat lebih rendah

9. Pembebasan dari jabatan

10. Pemberhentian dengan hormat tidak

atas permintaan sendiri sebagai PNS

£ b=

[ Y|

Eselon II, Jabatan
Fungsional tertentu
Jenjang Madya dan
Penyelia

1. Teguran Lisan

2. Teguran Tertulis

3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama
1 (satu) tahun

©. Penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun

Fungsional Umum
GolIV/as/dIV/c
Fungsional Umum
GollV/as/dIV/c

Fungsional Umum




rendah selama 1 (satu) tahun

7. Penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 3 (tiga) tahun

8. Pemberhentian dengan hormat tidak

atas permintaan sendiri sebagai PNS

9. Pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai PNS

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama
1 (satu) tahun

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1

(satu) tahun

3. Penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 1 (satu) tahun

4. Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun

. Pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah

. Pembebasan dari jabatan

atas permintaan sendiri sebagai PNS
. Pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS

5
6
7. Pemberhentian dengan hormat tidak
2]

Eselon III ke bawah
dan jabatan
fungsional tertentu
jenjang muda dan
penyelia ke bawah

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama
1 (satu) tahun

2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1
(satu) tahun

3. Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 1 (satu) tahun

4. Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun

5. Pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri

6. Pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS

Fungsional Umum
Gol I11/d ke bawah

I

Sekretaris
Daerah

Kabupaten

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Pejabat Eselon II di
lingkungannya

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Eselon III, Jabatan
Fungsional
Tertentu Jenjang
Muda dan Penyelia,
dan Fungsional
Umum Gol Il /c
s/d Ill/d di
linglkungannya

1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkalaa
Selama 1 (satu) Tahun

2. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1

Eselon IV, Jabatan
Fungsional
Tertentu jenjang




(satu) Tahun

Pertama dan
Pelaksana
Lanjutan,
Fungsional Umum
Gol.ll/c s/d III/b

I

Pejabat
Struktural
Eselon 11

. Teguran Lisan
. Teguran Tertulis
. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Eselon IlI, Jabatan
Fungsional
Tertentu jenjang
Muda dan Penyelia,
Fungsional Umum
Il /c dan I11/d di
lingkungannya

. Penundaan Kenaikan Gaji Berkalaa

Selama 1 (satu) Tahun

. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1

(satu) Tahun

Eselon IV, Jabatan
Fungsional
Tertentu jenjang
Pertama dan
Pelaksana
lanjutan,
Fungsional Umum
Gol. II/cs/d III/b
di lingkungannya

v

Jabatan
Strutural
Eselon I

. Teguran Lisan
. Teguran Tertulis
. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Eselon IV, Jabatan
Fungsional
Tertentu Jenjang
Pertama dan
Pelaksana
Lanjutan, dan
Fungsional Umum
Gol. lI/c s/d III/b

di lingkungannya

. Penundaan Kenaikan Gaji Berkalaa

Selama 1 (satu) Tahun

. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1

(satu) Tahun

Eselon V, Jabatan
Fungsional
Tertentu Jenjang
Pelaksana dan
Pelaksana Pemula,
Fungsional Umum
Gol.ll/a dan I1/b di

lingkungannya

Pejabat
Struktural
Eselon IV dan
Pejabat Setara

1.
2.
3.

Teguran Lisan
Teguran Tertulis
Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Eselon V, Jabatan
Fungsional
Tertentu Jenjang
Pelaksana dan
Pelaksana Pemula,
Fungsional Umum
Gol. lI/adan Il/b

di lingkungannya




1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkalaa Fungsional Umum
Selama 1 (satu) Tahun Gol. I/as/d I/d di
0. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 | lingkungannya
(satu) Tahun
VI | Jabatan 1. Teguran Lisan Fungsional Umum
Struktural 2. Teguran Tertulis Gol. I/as/d1/d di
Eselon V 3. lingkungannya
4. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Muaro Sijunjung, 22 Oktober 2018
Bupati Sijunjung
dto
YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
epala Bagian Hukum dan HAM %

WAN AHRIZAL, SH
Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19710705 199803 1 011




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR §T° TAHUN 2018

TENTANG

DISIPLIN DAN KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIJUNJUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN
1. PDH PRIA




Keterangan:

a. Lidah Bahu

b. Kancing Baju

c. Ikat Pinggang

d. Saku Baju

e. Saku Celana Depan

f. Lencana KORPRI

g. Nama Pem Prov m. Saku Belakang
h. Papan Nama n. Lengan Panjang
i. Nama Kab/Kota

j. Logo Kab/Kota
k. Tanda Pengenal
1. Sambungan Bahu



2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH

Keterangan:

a. Lencana Korpri
b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal



3. PDH WANITA WARNA KHAKI

Keterangan:

a. Lencana KORPRI f. Papan Nama k. Celana Panjang
b. Nama Kab/Kota g. Saku Depan 1. Krah Rebah

c. Logo Kab/Kota h. Kancing Baju

d. Nama Pem Prov i. Rok

e. Tanda Pengenal j. Lengan Panjang



4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI

Keterangan:

. Lencana KORPRI
Nama Kab/Kota
Logo Kab/Kota
Nama Pem Prov
Tanda Pengenal

o a0 op

f. Papan Nama k. Celana Panjang g.
Saku Depan 1. Krah Rebah h.
Kancing Baju

i. Rok

j. Lengan Panjang







5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA

Keterangan:

a. Lencana Korpri
b. Papan Nama

¢. Tanda Pengenal




6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH

Keterangan:

a. Lencana Korpri
b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal



Muaro Sijunjung, 22 Oktober 2018
Bupati Sijunjung

dto
YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
¥ Kepala Bagian Hukum dan HAM
&

W FAHRIZAL, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710705 199803 1 011



LAMPIRAN II1

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

DISIPLIN DAN KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.
SIJUNJUNG

A. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN LISAN

IDENTITAS PELAPOR :
Nama

NIP

Pangkat/Gol Ruang
Jabatan

Unit Kerja

IDENTITAS TERLAPOR
Nama
NIP

Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

Nama, Alamat Saksi :

MBI, oo e s s s s

Isi laporan :

LAPORAN / PENGADUAN LISAN
Nomor :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di..............................

Pegawai Penerima Laporan

Muaro Sjjunjung, ........cccooivnennne
Pelapor



B. CONTOH FORMAT LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS
Nomor :
IDENTITAS PELAPOR :
Nama
NIP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Kerja

IDENTITAS TERLAPOR
Nama

NIP

Pangkat/Gol Ruang
Jabatan

Unit Kerja

Nama, Alamat Saksi :
Alamat....

Alamat...
Isi laporan :

TRy

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di...............

Muaro Sjjunjung, ........eeen

Pelapor



C. CONTOH FORMAT SURAT PEMANGGILAN

SURAT PEMANGGILAN
Nomor :

Dengan ini diminta denga.n hormat kehadran Saudara :
Nama

NIP

Pangkat/Gol Ruang

Jabatan

Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama ;

NIP

Pangkat/Gol Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Pada Hari

Tanggal

Jam

Tempat

Untuk diperiksa/dimintai ketemngan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran
kode etik **)

Demikian untuk dilaksanakan

Muaro Sijunjung, ......ccccevveeeierennnns

Sekretaris Majelis

NIP.

Tembusan :

1. Atasan Langsung

2. Ketua Majelis

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan PNS




D. CONTOH FORMAT SURAT USULAN PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK.

KOP SEKRETARIAT DAERAH
Nomor : Muaro Sijunjung,...
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Bekas Kepada
Hal : Usulan Pembentukan Yth. BUPATI SIJUNJUNG
Majelis Kode Etik di
SIJUNJUNG

1. Rujukan :

Laporan / Pengaduan NOMOE i sisivassiissiossanisissiisssiies saiisrisasissiiaismas
2. Sehuhung,an dengan lapﬂrm;' pengaduan Lersehut d1 atas kmm berpendapat

bahwa nama ..NIP... e S Pangkatfﬂulnngan Ruang

Jabatﬂn gl Umt ker_]a.

d:duga telah melakukan pelanggaran lmde etik.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Sijunjung Nomor .... Tahun
....... tentang, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan
pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.

4. Demikian untuk menjadikan periksa.

Sekretaris Daerah,

----------------------------------




E. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Pada hari ini ......... tanggal ......... bulan ....... tahun ..... saya/Majelis *)

' NIP
Pangkat/Gol : ]
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris *)

2. Nama
NIP
Panglkat/Gol :
Jabatan : Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris *)

3. Dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah *) ...... telah melakukan
pemeriksaan terhadap

Nama :

NIP

Pangkat /Gol

Jabatan

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal .... ayat ...... angka ..... huruf ..... Peraturan Bupati Sijunjung Nomor .... Tahun .....
tentang Kndc Enk Pegawai Slptl Pemerintah Kahupatm Sljun_;ung

1. Pertanyaan

Jawaban
Jawaban B e e S
SRR L | isiie st G e e S
4. Dst
Yang drpenksa Majelis Kode Etik :
Nama 5 1. Nama :
NIP : NIP
Tanda Tangan
2. Nama
Tanda Tangan NIP
Tanda Tangan
3. dst

Muaro Sjunjung, 22 Oktober 2018
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN
Salinan SEE'LIELI dengan Aslinya
Hukum dan HAM %

-~

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710705 199803 1 011





